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ABSTRAK

Pada saat ini, karena terjadinya pandemi covid-19 yang memiliki dampak
dalam perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama disegala bidang sangat
memburuk. Dimana perusahaan banyak mengalami penutupan dikarenakan
peraturan pemerintah dalam menangani covid-19, serta membuat pekerja banyak
mengalami pembatalan perjanjian kerja yang dilakukan sepihak oleh perusahaan.
Padahal perjanjian kerja sudah ditetapkan oleh perusahaan dan pekerja.

Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yaitu penelitian hukum
yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, penulis
bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah
pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan atas batalnya perjanjian kerja waktu
tertentu akibat dari pandemi covid-19 serta bagaimanakah tatacara penyelesaian
sengketa atas batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pademi
covid-19.

B Pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan atas batalnya perjanjian kerja
E waktu tertentu akibat dari pandemi covid-19 dengan memberikan pesangon

sebesar | (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4). o) '

Tatacara penyelesaian sengketa atas baﬁalnya_ perjanjian l‘(er]a waktu tertentu
akibat dari pademi covid-19 dianggap sebaga.l_ pen_yelesalan sengketa force
majeure dengan ketentuan sebagai benkut': c}t.abltur tidak perlu lagi membayar
el rugi; membatalkan atau memutus perjanjian !ewat hakim; serta membayar

hiaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Keadaan memaksa yang :
e rtlak adalah keadaan memaksa yang sama skali mustahil untuk dapat

‘4:‘
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) s Batalnya Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu Akibat dari Pandemi Covid-19 y i

Dalam perjanjian konsensui keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi
atau tidaknya Syar at-syarglt yang ditentukan oleh undang-undang yang dalam
hal ini Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika suatu
perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih
persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, perjanjian tersebut menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu
terancam batal. Hal ini mengakibatkan nulitas atau kebatalan menjadi perlu
untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian. Karena masing-
masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendiri-sendiri, nulitas
atau kebatalan sutau perjanjian juga memiliki karakteristik dan cirinya

diri-sendiri. Dengan demikian, sampai seberapa jauh suatu nulitas atau
sendiri- g

kebatalan dapat dianggap'ada pada suatu perjanjian itu sendiri. Namun, ini
ebal |

i aris umum m ai ini.*
ita ti tu garis engenai hal
: i kita tidak dapat menarik sua
tidaklah berarti kita tid

' enang para pihak untuk
i 03 w ditegaskan bahwa wew!
Di dalam pasal 16 |
[ i tian
janji arkan pasal 1267 disertalr penggan
anjian berdas
menuntut pembatalan per)

ian ini. Ini
ketentuan dalam bagian ini.
idak hapus karena
an dan bunga 11

biaya kerugi

: Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam
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l
berarti pihak-pihak yang berkepentingan dapat juga mengajukan hak yang

tercantum dalam pasal 1267 unguk minta kepada hakim supaya membatalkan

hubungan kerja, jika pihak lawan tidak memenuhi sesuatu yang telah

|

diperjanjikan.*!

Batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi covid-19
termasuk untuk alasan pemutusan hubungan kerja, Pasal 1 angka (25)
Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha (Dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Alasan pemutusan hubungan kerja dimasa-masa pandemi tentunya
beragam, namun tidak dapat dipungkiri juga banyak pengusaha yang

menfsirkan wabah Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai

bencana alam menjadi alasan force majeure untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja kepada pekerja untuk mengurangi kerugian akibat adanya
pandemi covid-19.

Jenis keadaan memaksa bedasarkan penyebabnya adalah karena
darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau
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penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
‘ dan uang penggantian i:ak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Tatacara penyelesaian sengketa atas batalnya perjanjian kerja waktu
tertentu akibat dari pademi covid-19 dianggap sebagai penyelesaian
sengketa force majeure dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Debitur tidak perlu lagi membayar ganti rugi;
b. Membatalkan atau memutus perjanjian lewat hakim;
¢. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.
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